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Dengan dikembalikannya perkara waris ke dalam wewenang absolut Peradilan Agama,
hilanglah dualisme antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri dalam persoalan
kewenangan absolut perkara waris. Karena ketika hak opsi diberlakukan Undang-undang
memberi kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris yang berlaku
di Indonesia, jika mereka berpendapat dengan sadar bahwa nilai-nilai hukum warisan Eropa yang
berdasarkan KUH Perdata lebih adil dalam menyelesaikan pembagian waris, maka tentunya
perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam
perkara waris setelah keluarnya UU No 3 tahun 2006 dan untuk mengetahui aspek yuridis
tentang keabsahan Putusan Perkara No No 83/Pdt.G/2009/PN/Kab Kdr dengan ditinjau menurut
hukum Acara Peradilan Agama.

Metode penelitian ini, menggunakan penelitian normatif yang mengkaji tentang asas-
asas hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis. Sedangkan dalam teknik
pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi dengan cara melakukan pencarian
bahan dari sumbernya berupa dokumen, Salinan Putusan, fakta dan catatan. Kemudian bahan
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dari penetian ini, peneliti penyimpulkan, pertama, Pada pasal 49 huruf b
mengindikasikan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris, sehingga perkara
sengketa waris tidak berhak ditangani oleh Pengadilan Negeri. Kedua, , maka seharusnya dari
pihak-pihak yang bersengketa atau dari pihak lembaga Peradilan mengajukan permohonan ke
Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan No 83/Pdt.G/2009/PN/Kab Kdr karena dianggap
melanggar batas wewenang mengadili.



